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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN 

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK 

PERLINDUNGAN KORBAN 

 

Oleh 

 

TEKILA PRAMITA AMBOINA 

 

Pengabaian penanganan kasus kekerasan seksual mengakibatkan korban 

menderita kerugian fisik, trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial. 

Salah satu kebijakan pada Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 ayat (1) bahwa: 

“Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan 

layanan Pemulihan.” Akan tetapi, pemenuhan hak restitusi masih menghadapi 

tantangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan 

Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana. Apakah Faktor 

Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Restitusi Korban terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, penelitian dilakukan 

dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan 

data dengan cara studi lapangan dan kepustakaan menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan data LPSK pemenuhan hak restitusi 

korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum maksimal dalam 

pelaksanaanya sehingga masih terdapat korban yang tidak memperoleh hak 

restitusi dikarenakan terdapat faktor penghambat pemenuhan hak restitusi 

diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana 

dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan masyarakat Indonesia. 

Faktor dominan yang mengakibatkan hak restitusi korban kekerasan seksual 

belum maksimal terlaksana dikarenakan umumnya pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah 

sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengupayakan kewajibannya 

membayar hak restitusi sebagai usaha memperbaiki keadaan korban ke semula. 

Saran yang dapat penulis berikan adalah diperlukan koordinasi aparat penegak 

hukum (APH) antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atau pihak terkait 

yang berwenang LPSK seperti UPTD-PPA untuk memastikan pemenuhan hak 

korban dan menginformasikan hak restitusi kepada korban, keluarga dan APH 

lainnya yang belum mengetahui restitusi sehingga terlaksakannya pemenuhan hak 

restitusi. 

Kata kunci: Hak Restitusi, Kekerasan Seksual, Korban,  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan suatu fenomena 

dalam masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. 

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah Perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.1 

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwa pengertian dari tindak pidana yang 

dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu 

perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan 

yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana 

aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi 

pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang 

menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang 

melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan 

orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. 

 
1 Erna Dewi, dkk. (2020). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan, Bandar 

Lampung: AURA, hlm. 4. 
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Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan 

seksual. Definisi kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan 

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan 

dalam Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, definisi tindak pidana kekerasan 

seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan 

sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-

undangan lainnya. 

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual 

adalah sebagai berikut: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; 

Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; 

Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan 

seksual berbasis elektronik. 

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya terdapat dalam Pasal 4 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: perkosaan; perbuatan cabul; 

Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi 

seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan 

kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara 
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eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak 

pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan 

seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak 

pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana 

lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 

menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan 

yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 

kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan 

dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 

kasus/26.52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas 

Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), 

sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda 

dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik 

dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.2  

Adanya data diatas menunjukkan maraknya kasus pelecehan serta kekerasan 

seksual kian terjadi di masyarakat Indonesia. Kejahatan kesusilaan atau moral 

offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk 

pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional 

suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia 

sehingga masalah global.  

 
2 Komnas Perempuan, (2023). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (Catahu Perempuan) 

2023, https://komnasperempuan.go.id/   Diakses pada 09 Mei 2023 pukul 10.00 WIB 

https://komnasperempuan.go.id/download-file/949
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Pelaku kejahatan kesusilaan bukan hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat 

menengah kebawah serta kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, tetapi 

pelakunya sudah menembus semua lapisan masyarakat. Kekerasan seksual 

berdampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, 

mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. 

Kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi 

warga Negara sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin bahwa 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi”. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, maka Negara 

harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari 

tindak pidana kekerasan seksual. 

Sudarto berpendapat (dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga 

Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan 

diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik 

kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). 

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.3 

 
3 Barda Nawawi Arief, (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm 1-2. 
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Pemerintah dalam kewenangan serta upayanya untuk melindungi korban dari 

tindak pidana kekerasan seksual mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepat pada tanggal 09 Mei 2022, 

yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dari kekerasan seksual 

dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat 

manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya 

tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak 

pidana itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan 

korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial 

sehingga diperlukan perlindungan terhadap korban.  

Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

selanjutnya disingkat dengan KUHP dirasa belum optimal dikarenakan KUHP 

belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak 

merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat 

bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.4  KUHP hanya fokus 

terhadap kajian kriminalisasi sehingga selama ini korban tindak pidana hanya 

mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku 

tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. 

Konsep pemidanaan Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP lebih banyak 

 
4 Siswantoro Sunarso, (2012). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 49. 
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mengatur aspek yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan, 

tidak banyak mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Pergeseran 

paradigma tersebut mulai terjadi pasca berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 

2014 jo Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, dimana dalam peraturan tersebut hak-hak Saksi dan Korban mulai 

diperhatikan. 

Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib 

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga 

lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. 

Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban 

oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya 

perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan 

terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.5  

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau 

pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap, atas kerugian materiel dan atau imateriel yang diderita Korban atau 

ahli warisnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

 
5 Maria Novita Apriyani, (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, hlm 1-10. 
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Pengabaian penanganan kekerasan seksual secara hukum serta dampak yang 

korban alami bisa mengakibatkan perempuan korban mengalami trauma 

berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial (gangguan kesehatan jiwa). Oleh 

sebab itu, terdapat salah satu kebijakan yang tertuang sesuai amanat yakni pada 

Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 ayat (1) bahwa : “Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.”  

Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban 

melalui restitusi masih menghadapi tantangan. Dikutip dari Laporan Tahunan 

LPSK Tahun 2021, masih terdapat perbedaan persepsi dalam pemenuhan hak 

restitusi. Misalnya, nilai yang diajukan LPSK kepada hakim dengan besaran nilai 

restitusi yang diputuskan hakim berbeda. Korban tak jarang dianggap “menikmati 

eksploitasi seksual” yang dialaminya. Ini terjadi karena perspektif korban masih 

sangat minim dimiliki aparat penegak hukum. 

Berdasarkan laporan Tahunan LPSK pada 2020, pencapaian eksekusi restitusi 

untuk korban kurang dari 10% dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di 

angka sekitar Rp101 juta. Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK 

berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh 

putusan pengadilan hanya Rp1,3 Milyar. Satu tahun berlalu, pencapaian eksekusi 

restitusi untuk korban pun tetap sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 

miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta.6  

 
6 Jasmine Floretta V.D, (2023). Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan ‘Victim Trust Fund’ 

Masih Perlu Dipantau. https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban Diakses pada tanggal 

29 Maret 2023 pukul 12.12 WIB 

https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban
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Secara lengkap berdasarkan data restitusi LPSK 2021, dari Rp3.718.591.408,- 

restitusi yang diputus hakim untuk 59 korban, hanya Rp279.533.330,- setara 7, 

5% yang dibayar pelaku, lainnya memilih tidak membayar.7 Bersandarkan pada 

data, hal ini menunjukkan rendahnya keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi 

pemenuhan hak restitusi. Selain itu, menilik dari laporan LPSK pada tahun 2020 

tentang perbedaan jumlah restitusi yang diputuskan pengadilan dengan yang 

diberikan kepada korban memberikan pandangan bahwa pelaksanaan restitusi 

masih kurang efektif. Oleh sebab itu, rendahnya keberhasilan restitusi dalam 

sistem peradilan pidana sebagai salah satu masalah baru. 

Kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan restitusi salah satunya disebabkan oleh 

sulitnya perampasan aset pelaku sebagai upaya pemenuhan pembayaran restitusi 

serta minimnya harta yang bisa disita dari pelaku untuk mengganti kerugian dari 

korban. Hal ini tidak lain dikarenakan mayoritas pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual merupakan orang terdekat dari korban. Dengan begitu, biaya restitusi 

yang dibebankan kepada pelaku secara tidak langsung turut membebani korban 

secara finansial, terlebih bagi pelaku yang berasal dari ekonomi rentan. Berkenaan 

dengan persoalan tersebut, UU TPKS menghadirkan solusi melalui pemberian 

kompensasi oleh Negara sejumlah kekurangan dari biaya restitusi berdasarkan 

putusan pengadilan. Kompensasi ini dibayarkan dengan Dana Bantuan Korban 

atau istilah lainnya adalah Victim Trust Fund.8 

 
7Ni’matul Hidayati, (2022). Menguji Putusan Restitusi Henry Wirawan, https://lpsk.go.id/berita/ 

Diakses pada 09 Mei 2023 pukul 11.00 WIB 
8 Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, (2022). Dinamika Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bandar Lampung: Pusaka Media. hlm. 277. 

https://lpsk.go.id/berita/
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Mengenai Victim Trust Fund tercantum pada Pasal 35 ayat (1) UU TPKS bahwa: 

“Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi 

sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan 

pengadilan”. Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana 

Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Akan tetapi, hingga saat ini Dana Bantuan Korban berikut dengan 

aturan-aturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS berupa 

peraturan pemerintah dan peraturan presiden belum kunjung terbit secara spesifik. 

Pengaturan mengenai restitusi di UU TPKS sendiri dinilai lebih progresif karena 

dijadikan sebagai pidana pokok. Mekanisme jika terpidana tidak koperatif dalam 

pembayaran restitusi maka dilakukan penyitaan. Dasar penyitaan tersebut yakni 

pada Pasal 33 ayat (5) dinyatakan bahwa “Hakim dalam putusan memerintahkan 

jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan 

pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Namun, UU TPKS 

dinilai masih ada kekurangan yakni pada ruang hukuman subsider atau hukuman 

pengganti pada pelaku. Dalam Pasal 33 ayat (7) dinyatakan bahwa “Jika harta 

kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak 

melebihi ancaman pidana pokoknya”. Sedangkan pada faktanya masih ada 

hukuman subsider yang bahkan rata-rata hanya berkisar tiga bulan sehingga 

berdampak pada pelaku berakhir dengan tidak menerima efek jera. 
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Pencapaian eksekusi restitusi sering kali tersandung kesediaan dan kemampuan 

pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Pelaku tindak pidana memiliki 

sejuta cara untuk menolak membayar ganti kerugian atau restitusi kepada 

korbannya. Jika tidak diikuti dengan langkah-langkah dan upaya tertentu yang 

“memaksa” pelaku untuk membayar restitusi, sudah dapat dipastikan sebagian 

besar pelaku akan memilih untuk menyatakan ketidakmampuan dan 

ketidakbersediaan membayarkan restitusi. Selain itu, perlu jalan keluar agar 

restitusi tidak melulu dibebankan kepada negara, tetapi juga pelaku tindak pidana 

perlu mendapat konsekuensi hukuman bila tidak membayar restitusi. 

Pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap korban tindak pidana kasus kekerasan 

seksual dirasa belum optimal terutama mengenai pelaksanaan restitusi kepada 

korban. Seperti yang dialami oleh korban pada perkara kasus penjatuhan vonis 

terhadap Bekas Kepala Desa, Bagus Adi Pamungkas tertuang dalam Surat Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1173 K/Pid/2022. Dalam amar 

putusan tersebut, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan pada bawahannya. 

Terdakwa dinilai melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP. MA juga 

membebankan terdakwa membayar uang restitusi kepada korban berinisial RF 

sebesar Rp 37,6 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi, pada 

perkara ini sebelumnya terdakwa divonis bebas dan faktanya saat ini terpidana 

hilang saat akan dieksekusi dalam menjalani putusan kasasi Mahkamah Agung 

RI.9 

 
9 Handika, (2023). Hilang saat akan dieksekusi, Kejari Lamsel Ultimatum Mantan Kades di 

Lamsel Kasus Pelecehan https://kupastuntas.co/kasus-pelecehan Diakses pada 09 Mei 2023 

https://kupastuntas.co/kasus-pelecehan
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Berdasarkan atas pemaparan latar belakang, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hak restitusi melalui penulisan karya ilmiah yakni 

skripsi dengan permasalahan judul: “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi 

Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan 

Korban.” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang 

dilakukan oleh Terpidana? 

b. Apakah Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran 

Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materil maupun hukum pidana 

formil, dengan kajian viktimologi mengenai Pelaksanaan Pemenuhan Hak 

Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk 

Perlindungan Korban (Studi Kasus Terhadap Kasasi Nomor 1173 K/Pid/2022). 

Selanjutnya ruang lingkup lokasi di wilayah hukum Provinsi Lampung 

dilaksanakan pada Tahun 2023. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang 

dilakukan oleh Terpidana. 

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban 

Pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas 

serta dapat digunakan untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, 

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak restitusi 

terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan bagi pembaca 

termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang berkepentingan 

dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana kekerasan seksual terkait 

hak restitusi. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Teori menguraikan mengenai jalan pikiran menurut kerangka yang logis sehingga 

mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka acuan 

atau dasar yang relevan untuk mampu menerangkan suatu permasalahan. 

Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. 

konsep-konsep yang masih bersifat abstrak karena masih dalam tahap pemikiran 

atau hasil dari sebuah pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti. 10  

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah: 

a. Konsep Restitusi 

Kata restitusi dalam Kamus Hukum memiliki arti “suatu ganti kerugian 

pembayaran kembali; suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih 

bersisa”.11 Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran 

ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu 

tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.12 

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan 

istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban hanya 

diatur dalam Pasal 98 KUHAP. 

 
10 Bambang Sunggono, (2011), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hlm. 111. 
11 Sudarsono, (2005), Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 407. 
12 Theodora Syah Putri, (2006), Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: UI Press, hlm 7. 



14 

 

 
 

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti 

kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan 

atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel 

dan/ atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya”.  

Sebelum adanya pengesahan UU TPKS, mekanisme pengajuan restitusi telah 

diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta 

Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, 

Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban. Selanjutnya terdapat peraturan 

terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 

2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan 

Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. 

Restitusi diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau 

memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang 

dialami oleh korban. Dalam pemenuhan restitusi, pelaku diwajibkan untuk 

membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami 

kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek 

yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan 

pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, atau terapi. Restitusi hanya bisa 

diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti 

bersalah.13   

  

 
13 Mahrus Ali dan Ari Wibowo, (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban 

Tindak Pidana. Yuridika, vol. 33, no.2 hlm. 267. 
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Restitusi bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga sebagai hak-hak 

dari korban tindak pidana yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban 

seperti semula. Burt Galaway mengemukakan empat manfaat restitusi sebagai 

berikut:14 

1) Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan 

memperbolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang 

berat; 

2) Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan 

memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat; 

3) Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah; dan; 

4) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan 

psikologis. 

 

b. Faktor-faktor Penegakan Hukum 

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa 

penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur 

oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.15 Terdapat juga 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 

1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang atau peraturan-peraturan 

tertulis yang berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah. 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum.  

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa 

dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mudah 

penegakan hukum berlangsung dengan baik.  

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.  

5) Faktor kebudayaan, yakni faktor lebih ditekankan mengenai masalah system-

sistem nilai yang ada di masyarakat.16 

 
14 Ibid, hlm.268 
15 Soerjono Soekanto, (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm. 7   
16 Ibid, hlm 8-11. 
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Makna penegakan hukum ini dapat saling berkait dengan berbagai macam 

permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari 

berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang 

bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakan 

hukum merupakan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan social.17 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Pengertian dari istilah serta konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

seseorang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang 

berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu 

aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa laranganya ditunjukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau 

suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan 

kejadian itu.18 

b. Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. 

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang 

atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain 

dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.19 

 
17 Maya Shafira, dkk, (2022). Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.72   
18 Moeljatno, (1997). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.54   
19 W.J.S Poerwadarminta, (1990). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: P.N Balai Pustaka, 

hlm.425   
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c. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar kesopanan 

dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu 

kelamin misalnya bersetubuh dimuka umum, meraba buah dada 

perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium 

dan sebagainya.20 

d. Korban adalah Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif 

menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, 

ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang 

fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum 

pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.21 

e. Hak adalah sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek 

hukum.22 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian 

tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan 

untuk berbuat sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. 

f. Restitusi menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) “Restitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan 

atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan 

yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. 

ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

 
20 Atikah Rahmi, (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No.1, hlm. 42. 
21 Muladi, (2000). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.108. 
22 Purnadi, Soerjono, (1979). Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 

51. 
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g. Putusan Pengadilan menurut Ketentuan Pasal 1 angka 11 “Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini.” 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang 

merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komprehensif mengenai bahasan penulisan 

yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi 

menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang 

masalah ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup 

penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan 

penyusunan skripsi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban. 

Tinjauan pustaka pada bab ini memuat tinjauan umum tentang hak restitusi, 

pengertian dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana 

kekerasan seksual serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data serta analsis data.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

permasalahan penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah antara lain 

mengenai apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban 

pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

serta bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh 

Terpidana setelah vonis atau setelah menjalani pidana. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkar berisi 

kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi 

1. Pengertian Hak Restitusi 

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata 

dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan 

biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang 

lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika 

muncul istilah restorative justice, maka restitusi dipandang sebagai sebuah 

hukuman atau tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari 

korban yang dapat dinilai dengan uang. Restorative justice memberikan ruang 

yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks 

kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari 

pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.23 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah ganti kerugian 

atau pembayaran kembali.24 Selain itu, dalam istilah hukum, restitusi berarti 

pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, baik 

secara fisik maupun mental. Definisi Hak Restitusi berdasarkan Pasal 1 Angka (5) 

 
23 Ahmad Sofian, (2018). Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia: Binus Law University 

https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/ Diakses pada 

28 Maret 2023 pukul 10.00 WIB 
24 KBBI Online, https://kbbi.web.id/restitusi Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 10.37 WIB 

https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/
https://kbbi.web.id/restitusi


 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa : “Restitusi 

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh 

pelaku atau pihak ketiga.” 

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak 

Pidana bahwa : “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban 

atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.” 

2. Bentuk-bentuk Hak Restitusi 

Bentuk Hak Restitusi dapat merujuk pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 

bahwa : 

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan; 

b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat 

penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau 

kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk 

biaya transpartasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang 

berhubungan dengan proses hukum. 

 

3. Mekanisme Pengajuan Restitusi 

Korban tindak pidana bisa mendapatkan restitusi dengan pengajuan dan 

pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 

Permohonan restitusi kepada pengadilan ini bisa diajukan melalui Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, penuntut umum, atau oleh 
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korban sendiri. Nantinya, putusan hakim memuat pernyataan diterima atau 

tidaknya restitusi, alasan, serta besaran restitusi. Namun, jika tidak mengajukan 

selama proses pengadilan, bisa juga diajukan setelah ada putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah putusan pengadilan ini 

diajukan langsung oleh korban atau melalui LPSK, paling lama 90 hari sejak 

mengetahui telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.25 

B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual  

1.  Pengertian Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana 

dikenal dengan istilah strafbarfeit dan sering digunakan istilah delik dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.26 Menurut 

Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang 

dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan permbuatnya atau pelaku.27 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Dalam arti yuridis normatif yaitu perbuatan seperti yang terwujud in-

abstracto dalam peraturan pidana. 28 Pengertian tindak pidana adalah perbuatan 

 
25 Diva Lufiana, (2022). Apa Itu Restitusi dalam Istilah Hukum?, https://www.kompas.com/ll.  

Diakses pada tanggal 01 April 2023 pukul 10.00 WIB 
26 KBBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 15.20 

WIB 
27 C.S.T. Kansil, 2001, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.106. 
28 Tri Andrisman, (2013), Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta 

Perkembangannya Dalam Konsep KUHP Bandar Lampung: AURA, hlm.69.   

https://www.kompas.com/ll
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik
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yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.29 Para pakar hukum Indonesia 

memberikan istilah strafbaarfeit dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah 

Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai 

perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai 

ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang 

melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik 

yang diartikan sebagai suatu perbuatan atu tindakan terlarang dan diancam dengan 

hukum oleh undang-undang.30  

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan manusia dapat terkategorikan suatu 

tindak pidana baik suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang positif maupun 

negatif maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang 

Dengan demikian setiap perbuatan manusia, baik yang positif maupun 

negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa 

yang dirumuskan oleh undang-undang. Syarat dalam hal ini merupakan 

syarat mutlak untuk pengancaman pidana terhadap suatu perbuatan 

manusia yaitu dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang hal ini 

sesuai dengan asas legalitas. 

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum 

Adakalanya perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan undang-

undang pidana itu tidak dapat dipidana karena tidak bersifat melawan 

hukum.31 

 

 

 

 
29 S.R. Sianturi, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta : 

Storia Grafika, hlm. 204. 
30 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004), Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya 

Paramita, hlm. 54. 
31 Erna Dewi, dkk. (2020). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan, Bandar 

Lampung : AURA, hlm. 64. 
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2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sebuah 

paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.32 Selain itu, KUHP telah 

mengatur definisi Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan 

tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, 

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.33  

Definisi kekerasan berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan 

Terhadap Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap 

perbuatan beradasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 

berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau 

psikologis, termasuk perbuatan tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun 

dalam kehidupan pribadi.34 Kekerasan berupa kekerasan fisik dan kekerasan 

seksual. Kekerasan seksual diartikan suatu perbuatan yang mengintimidasi 

seseorang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas dilakukan 

oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Mengakibatkan korban menderita 

secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang 

secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak 

kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman 

kekerasan.35 

 
32 KBBI Online, https://kbbi.web.id/keras Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 10.40 WIB 
33 R. Soesilo, (1996). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar 

Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 98. 
34 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama. hlm. 54.   
35 Leden Marpaung, (2004). Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: 

Sinar Grafika. hlm. 7. 

https://kbbi.web.id/keras
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Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik 

anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak 

terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa 

kekerasan seksual yang terjadi. Korban kekerasan seksual cenderung tidak 

mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang 

dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena 

merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan 

merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.36 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat 

berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, 

menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa 

penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat 

berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, 

anal seks, dan diperkosa.37 

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi 

dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari: 

a. Familial abuse 

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi 

bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan 

salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse. Mayer 

menyebutkan incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan 

pada beberapa kategori. Kategori pertama yaitu sexual molestation 

(penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, 

exhibitionism dan voyeurism, atau semua hal yang dapat menstimulasi 

 
36 Ivo Noviana, (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal 

Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18. 
37 Maidin Gultom, (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT 

Refika Aditama, hlm. 3. 
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pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu sexual assault (perkosaan) 

dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, 

masturbasi, fellatio (oral pada penis), dan cunnilingus (oral pada klitoris). 

Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu 

forcible rape (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. 

Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman.38 

 

b. Extrafamilial abuse 

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan 

kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat 

pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak 

laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi. Dalam melakukan 

kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk 

mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang 

dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan 

intensif.39 

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: Pelecehan 

seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan 

sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; 

Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik. 

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya terdapat dalam Pasal 4 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: Perkosaan; Perbuatan cabul; 

Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi 

seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan 

kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara 

eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak 

 
38 Thathit Manon Andini, dkk, (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota 

Malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hlm. 17. 
39 Ibid, hlm. 17-18 
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pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan 

seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak 

pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana 

lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

diatur KUHP dalam BAB XVI buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu: 

a) Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara 

terbuka; 

b) Pasal 282 : kejahatan pornografi; 

c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak; 

d) Pasal 283b : kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya; 

e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan; 

f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh; 

g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang 

dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; 

h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan; 

i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan 

yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan 

maupun luka berat; 

j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang 

menyerang kehormatan kesusilaan; 

k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada 

anak atau belum waktunya dikawin; 

l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesame kelamin pada anak; 

m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan 

orang yang belum dewasa; 

n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan orang-orang tertentu; 

o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak; 

p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata 

pencaharian atau kebiasaan; 

q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang 

belum dewasa; 

r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan 

bahwa hamilnya dapat digugurkan.40 

 

 

 
40 Marcheyla Sumera, (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, 

Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, hlm. 44.   
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C. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Tentang Korban 

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek 

peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua 

kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban 

sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban 

seringkali secara jelas diperinci.41 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 

angka (2) menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana”. Tindak pidana (straftbaar feit) atau delict merupakan perbuatan 

yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang 

yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan 

atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.42 

2. Jenis Korban 

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih 

melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga terdapat berbagai 

jenis korban,yaitu sebagai berikut: 

a) Nonparticipating victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana 

mereka tidak memperdulikannya.  

b) Latent victims, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan 

tertentu sehingga minim menjadi korban.  

 
41 Mulyana W. Kusuma, (1981). Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, 

Bandung: alumni, hlm. 109. 
42 CST Kansil, (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 

hlm. 284. 
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c) Procative victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak 

pidana.  

d) Participating victims, mereka yang berprilaku tidak sewajarnya sehingga 

memudahkan dirinya menjadi korban.  

e) False victims, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan 

dirinya menjadi korban43 

Apabila dilihat dari presfektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer bahwa 

korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut: 

a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 

pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 

aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban; 

b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban 

untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab 

terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama; 

c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat 

mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di 

Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus 

dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek 

ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku; 

d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan 

fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) 

merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek 

pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 

setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang 

tidak berdaya; 

e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan 

sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh 

terletak pada penjahat atau masyarakat; 

f. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri 

(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya 

sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 

kejahatan; 

g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, 

korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 

konstelasi politik.44 

 

 

 

 
43 Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma Dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 49.  
44 Taufik Makarao, (2005), Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 162. 
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3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana 

Korban memiliki peranan dalam suatu terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini 

korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, 

sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak 

yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan 

korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.45 

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat 

kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari 

derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu : 

a) Korban yang sama sekali tidak bersalah. 

b) Korban yang jadi korban karena kelalaiannya. 

c) Korban yang sama salahnya dengan pelaku. 

d) Korban yang lebih bersalah dari pelaku. 

e) Korban yang satu-satunya bersalah.46 

Pihak korban mempunyai peranan penting dalam kondisi terjadinya suatu 

kejahatan atau sebuah tindak pidana dan selanjutnya diketahui karena bahwa tentu 

saja sudah jelas jika suatu kejahatan tidak akan terjadi jika tidak adanya korban 

yang tidak mempunyai peranan dalam menderita sesuai baik secara fisik, 

psikologis bahkan mental, maka korban memikul tanggung jawab untuk 

menjadikan dirinya sebagai korban. Berdasarkan fakta sosial yang dicermati, 

perilaku kriminal bisa saja muncul ketika korban memberikan sarana bagi pelaku 

untuk melakukan tindakan kriminal. 

 

 

 
45 Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm. 60 
46 Deni Achmad dkk, (2016). Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Bandar Lampung: Justice 

Publisher, hlm. 54 
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4. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diduga 

mencakup berbagai kepentingan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia 

khususnya kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu pakar ahli 

hukum yakni Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan 

korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 47 

a) “Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum 

seseorang). 

b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 

pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu 

dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan 

batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, 

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.” 

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu 

untuk mengatur warga negara yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. 

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dimana seseorang melakukan 

kejahatan, maka ia harus mempertanggung jawabkan kejahatannya itu sendiri.48 

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bertujuan memenuhi rasa 

kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi: 

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selain itu, tujuan pemenuhan rasa keadilan 

dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  

 
47 Barda Nawawi Arief, (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan 

Hukum  Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.156.   
48 Ahmad, Irzal Fardiansyah, Suseno Sigid, Rukmini Mien, dan Sulistiani Lies. Parental 

Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law. Jurnal Hukum dan 

Pembangunan Vol. 50, no. 4, 2020, hlm. 812. 
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Bentuk perlindungan kepada korban sebagai salah satu perwujudan tujuan Bangsa 

Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 

dan juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan 

sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi 

dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara. 

Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong.49 

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat 

pada Undang-Undang No.31 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia juga sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan 

seksual. Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi yang membuat korban akan merasa lebih 

aman setelah melaporkan kejadian tindakan kekerasan seksual. 

Upaya perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan lebih lanjut supaya 

hak korban tidak hilang dan diakui sebagai pribadi yang setara dalam 

perlindungan hukum. Menurut Van Boven, hak korban terdiri dari hak untuk tahu, 

hak atas keadilan, dan hak atas reparasi yaitu hak pemulihan baik material 

 
49 Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, (2022). Turning Point Hukum Pidana Indonesia 

Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 no.2, 

hlm. 243.   
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maupun non material bagi korban yang terkena dampak dari tindakan pidana hak 

asasi manusia.50 Adanya upaya perlindungan kepada korban bertujuan 

memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap 

proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya 

pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Perlindungan hukum korban 

kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan 

kompesasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.  

Ganti kerugian kepada korban tindak pidana salah satunya ialah restitusi, restitusi 

sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (retutio in integrum) 

adalah suatu upaya bahwa korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada 

kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi meski didasari bahwa tidak akan 

mungkin korban kembali pada kondisi semua. Prinsip ini menegaskan bahwa 

bentuk kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek 

yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana pemulihan.51 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.52 Penegakan hukum bukan hanya sekedar implementasi peraturan 

perundang-undangan, tetapi terdapat faktor lain yang mempengaruhinya.  Fakta 

 
50 Rena Yulia, (2010). Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan 

Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 54. 
51 Fauzy Marasabessy, (2010). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran mekanisme 

baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, no.1, hlm. 55. 
52 Barda Nawawi Arief, (2007).  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21. 
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selama ini bahwa penegakan hukum (law enforcemet) hanya tertuju pada tindakan 

refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap 

penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu 

sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan 

menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.  

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah 

tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan 

kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan 

memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor 

security.53 

Pendapat ahli hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya 

dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan kedamaian pergaulan hidup.54  

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

1) Faktor hukum itu sendiri atau regulasi itu sendiri, faktor hukum yang 

dimaksud adalah undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis yang 

berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum 

sebagaimana yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu 

 
53 Soerjono Soekanto, (2005). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

Rajawali Pers, hlm 21 
54 Ibid, hlm. 35. 
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sendiri yang telah bermaslaah. Penegakan hukum yang bermasalah dari 

undang-undang itu sendiri disebabkan oleh azas-azas yang berlaku tidak 

diikuti; peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan undang-undang belum ada; 

serta kata-kata dari undnag-undang yang belum jelas/terdapat penafsiran 

yang sangat luas sekali berakibat simpang siur dalam penerapannya. 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun 

tidak langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum. Tiap 

profesi penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi sendiri. Penegak 

hukum yang tidak bisa melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang 

sebagaimana seharusnya akan memberi dampak negatif terhadap penegakan 

hukumnya. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan 

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka 

penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat 

serta harus diaktualitaskan. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Oleh sebab 

itu, bahwa tanpa dukungan dari adanya sarana dan fasilitas yang memadai, 

maka tentu saja tidak mudah dalam hal penegakan hukum berlangsung 

dengan baik. Sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, peralatan 

serta keuangan yang memadai sebagai contoh sarana pendukung penegakan 

hukum. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sulit bagi penegak hukum 
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untuk mencapai tujuannya serta menjalankan peraturan sebagaimana 

mestinya. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari 

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Seorang 

penegak hukum harus mampu mengenal masyarakat dalam suatu 

lingkungan beserta tatanan status dan kedudukan yang ada. Dengan 

mengenal dan memahami hal tersebut maka mudah bagi penegak hukum 

untuk mengidentifikasi norma-norma dan nilai-nilai atau kaidah yang 

berlaku di lingkungan tersebut. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan 

Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum 

tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi 

dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, 

maka semakin mudah dalam penegakannya. Faktor kebudayaan lebih 

ditekankan mengenai masalah sistem-sistem nilai yang ada di masyarakat.55

 
55 Ibid, hlm. 8-11. 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan 

yuridis normative. Pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh 

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sedangkan pendekatan 

yuridis normative merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada 

atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan 

pendekatan.56 Dengan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini. 

1. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.57 Pendekatan yuridis 

empiris yang dimaksud adalah pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

wilayah hukum Kalianda serta Bandar Lampung. 

 
56 Soerjono Soekanto, (1999). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

hlm.4. 
57 Zainudin Ali, (2009). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12. 
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2. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan Yuridis Normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam 

teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan 

diteliti.58 Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan 

dengan mengkaji dan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma dan 

undang-undang yang berlaku. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua sumber data, yakni data 

lapangan dan data Pustaka. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan 

antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data lapangan) dan 

data yang diperoleh dari bahan Pustaka (data pustaka).59 

1. Data Lapangan 

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan hasil 

penelitian di lapangan. Dengan mengumpulkan data dan wawancara dengan 

orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi 

ini. Dalam hal ini data lapangan diperoleh dari wawancara Penuntut Umum 

Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Anggota 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, serta Dosen pada Bagian Hukum 

Pidana Universitas Lampung. 

 

 

 
58 Soerjono Soekanto, (2012). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.14. 
59 Abdulkadir Muhammad, (2004), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168. 
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2. Data Pustaka 

Data Pustaka adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan 

dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah 

tersedia dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang disediakan di 

perpustakaandan milik pribadi. Data Pustaka dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data Primer ialah data yang diperoleh penulis dari masyarakat secara langsung 

melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara melakukan wawancara 

dan pengamatan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data ini 

diperoleh dari mempelajari literatur-literatur dan perundang-undangan. Data 

sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan 

hukum yang terdiri dari:  

a) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual; 

b) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, 

jurnal, karangan ilmiah, dan artikel, serta inernet dan media masa yang  
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berkaitan dengan pembahasan tentang Hak Restitusi. Dalam hal ini bahan 

hukum sekunder yang di gunakan yaitu: 

a) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No.7 

Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan 

Kepada Saksi dan Korban; 

b) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

kepada Korban Tindak Pidana. 

c) Putusan Nomor 1173 K/Pid/2022, merupakan kasus kekerasan seksual 

yang terjadi di Lampung Selatan, oleh Terdakwa Bagus Adi Pamungkas,. 

Ia melakukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja dengan 

korbannya adalah staf di kantornya. Atas tindakannya pelaku didakwa 

telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam jabatan sebagaimana 

Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP dan Amar putusannya sesuai dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 

serta membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada  saudari 

Ririn Fatmawati sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam 

ratus ribu rupiah  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Mengenai 

bahan hukum tersier hal ini terdiri dari berikut beberapa hasil-hasil penelitian, 

literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan sesuai 

dengan pokok bahasan terkait. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan yang memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung   : 1 orang 

2) Hakim Pengadilan Negeri Kalianda    : 1 orang 

3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum   : 1 orang 

4) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak  : 1 orang 

5) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI  : 1 orang 

 

Jumlah   : 5 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Studi Kepustakaan, yaitu studi yang diperoleh dengan cara penelitian 

kepustakaan dari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan 

dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mangutip dan 

menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang 

tersusun dalam literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan 

bahasan tentang Hak Restitusi. 

b. Studi Lapangan, yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan secara 

langsung melalui wawancara dengan narasumber. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan metode sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu meneliti atau memeriksa Kembali data yang sudah 

diperoleh dari kepustakaan dan hasil wawancara para responden. 

b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diperoleh kemudian menghubungkan, 

membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam 

bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan cara 

pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan. 

c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis yang dilakukan 

sesuai dengan pokok bahasannya sehingga mempermudah dalam melakukan 

analisis data. 

E. Analisis Data 

Data penelitian diolah secara kualitatif. Analisis data dilakukan penafsiran 

terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Kemudian 

hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi bahan 

hukum dan pemahaman hasil analisis.60 

 
60 Ibid, hlm. 91 



 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual 

regulasinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara teknis oleh Peraturan Mahkamah 

Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 

Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang 

menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, 

penuntutan, dan sebelum ataupun setelah putusan hakim yang bersifat hukum 

tetap. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi belum maksimal dikarenakan 

minimnya hak restitusi yang terbayarkan. Sebagai contoh pada Putusan 

Pengadilan Tinggi Kasasi Nomor 1173 K/Pid/2022 menetapkan bahwa korban 

mendapatkan restitusi Rp37,6 juta pelaku pun belum mampu membayarkan. 

Dengan begitu pemenuhan hak restitusi pada korban sebenarnya telah 

dilaksanakan, akan tetapi pemenuhan hak korban belum diberikan akibat 

Terpidana tidak berada di lokasi keberadaannya. Selain itu, pada kasus restitusi 

yang terbayarkan sebagai contoh pada Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.KLA 

pembayaran uang restitusi senilai Rp18,8 Juta dari terpidana.



99 

 

 
 

2. Hambatan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana 

kekerasan seksual diantaranya adalah tumpang-tindihnya pengaturan yang 

membahas mengenai hak restitusi, selain itu belum terbitnya Rancangan 

Peraturan Pemerintah terkait Dana Bantuan Korban kekerasan seksual, dalam  

hal pelaku dikarenakan keterbatasannya kemampuan ekonomi pelaku untuk 

membayarkan restitusi tersebut dikarenakan umumnya masyarakat miskin 

yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, selanjutnya masih terdapat 

aparat penegak hukum yang belum mengakomodir hak restitusi terhadap 

korban kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah budaya masyarakat 

Indonesia yang selalu mengucilkan korban kekerasan seksual dikarenakan 

budaya patriarki yang masih seringkali berkembang dan anggapan bahwa 

korban telah tidak suci lagi sehingga berdampak ketidakberanian korban 

dalam melapor. Faktor dominan yang mengakibatkan hak restitusi korban 

kekerasan seksual belum maksimal terlaksana dikarenakan umumnya pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual adalah masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah kebawah sehingga tidak memiliki kemampuan dalam 

mengupayakan kewajibannya membayar hak restitusi sebagai usaha 

memperbaiki keadaan korban ke semula. 

B. Saran 

1. Aparat penegak hukum (APH) diharapkan bersinergi saling berkoordinasi 

antara Penyidik, Penuntut Umum, ataupun sebagai pihak terkait yang 

berwenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seperti 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-

PPA) untuk memastikan adanya upaya dalam pemenuhan hak-hak korban 
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tindak pidana kekerasan seksual yang terkandung sesuai dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

termasuk menginformasikan mengenai adanya hak atas restitusi kepada pihak-

pihak terkait seperti; korban, keluarga serta APH lainnya yang belum 

mengetahui restitusi; 

2. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk memberikan putusan 

mengenai pemberian restitusi tanpa pemberian pidana subsider, khususnya bagi 

kasus-kasus yang dimana pelaku memiliki harta kekayaan atau pada kasus 

yang membutuhkan pendekatan tertentu dalam upaya pemberian restitusi; Hal 

ini dilakukan sebagai penekanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual diharapkan agar mampu membayar restitusi sebagai kewajibannya 

untuk kepentingan pemulihan korban; 

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang 

memiliki wewenang dan tugas untuk memberikan perlindungan serta hak-hak 

lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Terdapat saran untuk permohonan agar dapat dilakukan melalui satu 

pintu saja agar aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan baik. Selain 

itu, melakukan percepatan sistem aplikasi permohonan serta pengajuan restitusi 

agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses korban untuk memperoleh 

haknya. Lamanya keputusan LPSK dalam penghitungan restitusi bagi pelaku 

disertai proses peradilan pidana yang berlaku tentunya menghambat korban 

untuk memperoleh pemulihan fisik dan psikologis secara cepat. 
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